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 Abstract :  The archaeological discovery of a Parthian naval 
base in Minab, Hormozgan Province, Iran, provides new 
insights into the development of maritime geopolitical 
strategies in the ancient world. This study aims to examine 
the strategic similarities and differences among the Parthian 
Empire, the Srivijaya Empire, and the Majapahit Empire 
within the framework of the Maritime Silk Road. A 
qualitative approach was employed by integrating 
comparative historical analysis, military geography, and 
multidisciplinary perspectives based on archaeological, 
epigraphic, textual, and maritime historical sources. The 
analysis focuses on three principal variables: the control of 
maritime chokepoints, the role of naval bases as geopolitical 
instruments, and the relationship between maritime 
economic power and naval protection. The findings reveal 
that all three civilizations established permanent maritime 
infrastructure at strategically important locations to control 
trade routes, project military power, and support economic 
stability through maritime surveillance and fiscal functions. 
Despite adopting different models of maritime governance—
Parthia emphasizing coastal defense, Srivijaya operating as a 
thalassocracy, and Majapahit integrating agrarian and 
maritime power—they shared a common geopolitical pattern 
in utilizing naval bases as strategic state instruments. This 
study concludes that naval bases constituted an essential 
component of maritime geopolitical strategy for more than 
two millennia and offers a conceptual framework for 
advancing maritime defense archaeology in Indonesia. 
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Abstrak : Temuan arkeologi pangkalan angkatan laut era Kekaisaran Parthia di Minab, Provinsi 
Hormozgan, Iran, memberikan perspektif baru mengenai perkembangan strategi geopolitik maritim pada 
masa kuno. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan strategi maritim Parthia, 
Sriwijaya, dan Majapahit melalui pendekatan sejarah komparatif dalam konteks Jalur Sutra Maritim. 
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan memadukan pendekatan sejarah komparatif, geografi 
militer, dan analisis multidisipliner terhadap sumber arkeologis, epigrafis, tekstual, serta literatur sejarah 
maritim. Analisis difokuskan pada tiga variabel utama, yaitu penguasaan maritime chokepoint, fungsi 
pangkalan laut sebagai instrumen geopolitik, dan hubungan antara kekuatan ekonomi dengan 
perlindungan militer di laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga peradaban mengembangkan 
infrastruktur maritim di lokasi strategis untuk mengendalikan jalur perdagangan, memproyeksikan 
kekuatan militer, dan mendukung stabilitas ekonomi melalui pengawasan pelayaran serta fungsi fiskal. 
Meskipun memiliki model kekuasaan yang berbeda—Parthia berorientasi pada pertahanan pesisir, 
Sriwijaya menerapkan sistem thalassocracy, dan Majapahit mengintegrasikan kekuatan agraris dan 
maritim—ketiganya memperlihatkan pola geopolitik yang serupa dalam pemanfaatan pangkalan laut 
sebagai instrumen negara. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan pangkalan laut merupakan 
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bagian dari tradisi geopolitik maritim yang telah berkembang sejak lebih dari dua milenium serta 
memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan kajian arkeologi pertahanan maritim di Indonesia. 

Kata Kunci : Parthia; Sriwijaya; Majapahit; pangkalan angkatan laut; chokepoint maritim; geopolitik; Jalur 
Sutra Maritim; arkeologi pertahanan 

PENDAHULUAN  

Penemuan situs pangkalan angkatan laut era Kekaisaran Parthia di Minab, Provinsi 

Hormozgan, Iran, pada 2025–2026 memberikan bukti baru mengenai pentingnya infrastruktur 

maritim dalam strategi geopolitik dunia kuno. Struktur benteng, pelabuhan kuno, dan bekas teluk 

yang ditemukan menunjukkan bahwa kawasan tersebut bukan sekadar pelabuhan perdagangan, 

melainkan pangkalan militer yang dirancang untuk mengawasi jalur pelayaran di Selat Hormuz. 

Sebagai salah satu maritime chokepoint terpenting di dunia, Selat Hormuz telah memiliki nilai 

strategis sejak lebih dari dua milenium lalu sehingga penguasaan terhadap kawasan tersebut 

menjadi faktor penting dalam pengendalian perdagangan internasional dan proyeksi kekuatan 

militer. 

Dalam konteks sejarah maritim global, temuan tersebut memiliki relevansi yang kuat 

dengan perkembangan kerajaan-kerajaan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya pada abad ke-7 

hingga ke-13 M menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai jalur utama perdagangan 

internasional, sedangkan Majapahit pada abad ke-13 hingga ke-15 M membangun hegemoni 

maritim melalui penguasaan Laut Jawa, Selat Makassar, dan jaringan pelabuhan Nusantara. 

Meskipun berkembang pada ruang geografis dan periode yang berbeda, ketiga peradaban tersebut 

menunjukkan kesamaan dalam memanfaatkan posisi strategis jalur pelayaran sebagai instrumen 

politik, ekonomi, dan pertahanan. 

Berbagai penelitian mengenai Parthia, Sriwijaya, maupun Majapahit selama ini umumnya 

dilakukan secara terpisah sesuai kawasan dan periodenya masing-masing. Kajian mengenai Parthia 

lebih banyak menyoroti hubungan dengan Romawi dan Jalur Sutra, sedangkan penelitian 

mengenai Sriwijaya dan Majapahit berfokus pada perkembangan kerajaan maritim Nusantara. 

Akibatnya, belum banyak penelitian yang membandingkan ketiga peradaban tersebut dalam satu 

kerangka geopolitik maritim untuk mengidentifikasi pola umum pembangunan pangkalan laut 

sebagai instrumen kekuasaan negara. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan 

perbedaan strategi maritim Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit melalui tiga variabel utama, yaitu 

penguasaan maritime chokepoint, fungsi pangkalan laut sebagai instrumen geopolitik, serta 

hubungan antara kekuatan ekonomi dengan perlindungan militer di laut. Penelitian menggunakan 

pendekatan sejarah komparatif yang dipadukan dengan perspektif geografi militer dan analisis 

multidisipliner terhadap sumber arkeologis, epigrafis, tekstual, serta literatur sejarah maritim. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga peradaban memiliki pola geopolitik yang 

serupa, yaitu membangun infrastruktur maritim permanen di kawasan strategis untuk 

mengendalikan arus perdagangan, memperkuat proyeksi kekuatan militer, dan memperoleh 

keuntungan fiskal. Perbedaannya terletak pada model kekuasaan yang dikembangkan. Parthia 

menitikberatkan pertahanan pesisir, Sriwijaya menerapkan sistem thalassocracy, sedangkan 

Majapahit mengombinasikan kekuatan agraris dan maritim dalam membangun hegemoni 

kawasan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pangkalan laut merupakan bagian 

dari tradisi strategi geopolitik yang telah berkembang sejak masa kuno serta menjadi landasan 

penting bagi pengembangan kajian arkeologi pertahanan di Indonesia. 

TINJAUAN PUSTAKA 
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Chokepoint Maritim dalam Perspektif Geopolitik 

Konsep maritime chokepoint mengacu pada jalur laut sempit yang menjadi lintasan utama 

pelayaran internasional sehingga memiliki nilai strategis bagi perdagangan maupun pertahanan. 

Penguasaan terhadap kawasan ini memungkinkan suatu negara mengendalikan arus 

perdagangan, mobilitas militer, dan distribusi sumber daya ekonomi. Alfred Thayer Mahan (1890) 

menegaskan bahwa kekuatan laut merupakan unsur utama dalam membangun dominasi 

geopolitik, sedangkan Corbett (1911) menekankan bahwa penguasaan jalur komunikasi laut lebih 

penting dibandingkan kemenangan dalam pertempuran laut semata. 

Dalam sejarah dunia, prinsip tersebut telah diterapkan jauh sebelum dirumuskan secara 

teoritis. Peradaban Fenisia, Yunani, Romawi, maupun Persia memanfaatkan selat dan pelabuhan 

strategis sebagai pusat pengendalian perdagangan internasional. Dengan demikian, chokepoint 

tidak hanya berfungsi sebagai jalur pelayaran, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi, militer, dan 

politik yang menentukan posisi suatu negara dalam sistem perdagangan global. 

Pangkalan Laut sebagai Instrumen Geopolitik 

Dalam kajian sejarah militer, pangkalan laut merupakan pusat operasi maritim yang 

mendukung logistik, pemeliharaan armada, komando operasi, pengawasan pelayaran, 

pemungutan bea perdagangan, serta proyeksi kekuatan ke wilayah strategis. Till (2009) 

menjelaskan bahwa keberadaan pangkalan memungkinkan negara mempertahankan kehadiran 

militer secara berkelanjutan pada jalur pelayaran penting. 

Berbagai penelitian mengenai pangkalan laut kuno di kawasan Mediterania menunjukkan 

bahwa lokasi pangkalan selalu berkaitan dengan kepentingan geopolitik. Oleh karena itu, temuan 

pangkalan Parthia di Minab tidak dapat dipandang sebagai fasilitas pelabuhan biasa, melainkan 

sebagai bagian dari strategi negara dalam mengendalikan Selat Hormuz. Kerangka analisis yang 

sama dapat digunakan untuk memahami sistem maritim Sriwijaya dan Majapahit. 

Parthia dalam Sistem Perdagangan Maritim 

Kekaisaran Parthia (247 SM–224 M) merupakan kekuatan utama Asia Barat yang 

menghubungkan perdagangan antara Romawi, India, dan Tiongkok. Posisi geografis tersebut 

menjadikan Parthia memperoleh keuntungan sebagai perantara Jalur Sutra darat maupun laut. 

Temuan arkeologi di Minab memperkuat dugaan bahwa Parthia tidak hanya menguasai 

perdagangan melalui diplomasi, tetapi juga membangun infrastruktur pertahanan permanen 

untuk mengawasi Selat Hormuz. Dengan demikian, pangkalan laut berfungsi sebagai sarana 

pengendalian perdagangan sekaligus perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara. 

Sriwijaya sebagai Thalassocracy 

Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-7 

hingga ke-13 Masehi. Berbeda dengan kerajaan agraris, kekuatan Sriwijaya bertumpu pada 

penguasaan Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai jalur perdagangan internasional. Model 

kekuasaan ini dikenal sebagai thalassocracy, yaitu negara yang membangun dominasi melalui 

penguasaan laut dan jaringan pelabuhan. 

Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur menunjukkan adanya organisasi politik 

dan militer yang mendukung pengendalian kawasan maritim. Selain itu, catatan I-Tsing 

memperlihatkan bahwa Sriwijaya menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat pembelajaran 

agama Buddha yang ramai dikunjungi pelayar internasional. 

Hegemoni Maritim Majapahit 
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Majapahit mengembangkan pola kekuasaan yang berbeda dengan Sriwijaya. Selain 

memiliki basis agraris yang kuat di Jawa Timur, Majapahit juga membangun jaringan pelabuhan 

yang menghubungkan wilayah Nusantara melalui Laut Jawa, Selat Makassar, dan jalur pelayaran 

menuju kawasan timur Indonesia. 

Nagarakertagama dan Pararaton menggambarkan luasnya wilayah pengaruh Majapahit, 

sedangkan catatan Ma Huan menunjukkan pentingnya pelabuhan-pelabuhan Jawa dalam 

perdagangan internasional. Sistem tersebut memungkinkan Majapahit mengintegrasikan 

kepentingan politik, ekonomi, dan militer dalam satu jaringan maritim yang saling mendukung. 

Arkeologi Pertahanan Maritim 

Penelitian mengenai arkeologi maritim di Indonesia masih lebih banyak berfokus pada 

pelabuhan perdagangan, candi, maupun artefak keagamaan. Bukti fisik mengenai pangkalan 

angkatan laut Sriwijaya maupun Majapahit masih sangat terbatas dibandingkan temuan Minab di 

Iran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian arkeologi pertahanan di Indonesia masih 

memiliki ruang pengembangan yang luas, terutama melalui eksplorasi kawasan muara sungai, 

pesisir, dan pelabuhan kuno yang diduga menjadi pusat aktivitas militer maritim. 

Posisi Penelitian 

Berdasarkan telaah pustaka, terdapat tiga kesenjangan penelitian. Pertama, belum terdapat 

kajian yang membandingkan Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit dalam satu kerangka geopolitik 

maritim. Kedua, temuan arkeologi Minab belum banyak dikaitkan dengan perkembangan sejarah 

maritim Nusantara. Ketiga, belum tersedia model konseptual yang menjelaskan pangkalan laut 

sebagai instrumen geopolitik lintas peradaban. 

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan sejarah komparatif yang 

memadukan perspektif geopolitik, geografi militer, dan arkeologi pertahanan untuk menjelaskan 

pola universal pembangunan pangkalan laut pada tiga peradaban maritim besar. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah komparatif 

(comparative historical research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan 

membandingkan tiga peradaban maritim yang berkembang pada ruang geografis dan periode 

sejarah yang berbeda untuk mengidentifikasi pola geopolitik yang memiliki karakteristik serupa. 

Perbandingan dilakukan bukan untuk menjelaskan hubungan kausal antarkasus, melainkan untuk 

menguji adanya kesamaan struktural dalam pembangunan infrastruktur maritim sebagai 

instrumen kekuasaan. 

Kerangka analisis memadukan tiga pendekatan, yaitu sejarah komparatif, geografi militer, 

dan analisis multidisipliner. Pendekatan sejarah komparatif digunakan untuk mengidentifikasi 

persamaan dan perbedaan strategi maritim Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit berdasarkan variabel 

yang sama. Pendekatan geografi militer digunakan untuk menjelaskan pengaruh posisi geografis 

terhadap penempatan pangkalan laut dan penguasaan maritime chokepoint. Sementara itu, 

pendekatan multidisipliner mengintegrasikan perspektif sejarah, arkeologi, geopolitik, dan ilmu 

pertahanan agar interpretasi yang dihasilkan lebih komprehensif. 

Objek penelitian meliputi tiga peradaban maritim, yaitu Kekaisaran Parthia (247 SM–224 

M), 

Kekaisaran Sriwijaya (abad ke-7 hingga ke-13 M), dan Kekaisaran Majapahit (abad ke-13 

hingga ke-15 M). Ketiga kasus dibandingkan menggunakan tiga variabel utama, yaitu: (1) 
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penguasaan maritime chokepoint, (2) fungsi pangkalan laut sebagai instrumen geopolitik, dan (3) 

hubungan antara kekuatan ekonomi dengan perlindungan militer di laut. 

Sumber data terdiri atas sumber primer, sekunder, dan kartografis. Sumber primer meliputi 

laporan arkeologi Minab, prasasti Sriwijaya, Nagarakertagama, Pararaton, serta catatan perjalanan 

I-Tsing dan Ma Huan. Sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian mengenai 

sejarah maritim, geopolitik, serta arkeologi pertahanan. Sementara itu, data kartografis digunakan 

untuk menjelaskan posisi relatif Selat Hormuz, Selat Malaka, Laut Jawa, dan Selat Makassar dalam 

jaringan Jalur Sutra Maritim. 

Analisis dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, analisis per kasus 

(within-case analysis), dan analisis komparatif (cross-case analysis). Setiap peradaban dianalisis 

terlebih dahulu sesuai konteks historisnya, kemudian dibandingkan untuk menemukan pola 

kesamaan maupun perbedaannya. Seluruh temuan selanjutnya disintesiskan menjadi argumentasi 

mengenai fungsi pangkalan laut sebagai instrumen geopolitik dalam peradaban maritim. 

Untuk menjaga validitas penelitian, diterapkan triangulasi sumber melalui pembandingan 

bukti arkeologis, tekstual, dan geografis. Klaim yang memiliki dukungan bukti terbatas 

disampaikan sebagai hipotesis penelitian, sedangkan temuan yang didukung oleh lebih dari satu 

jenis sumber digunakan sebagai dasar penyusunan kesimpulan. Dengan pendekatan tersebut, 

penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang proporsional sekaligus memberikan dasar 

konseptual bagi pengembangan kajian arkeologi pertahanan maritim di Indonesia. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Temuan Arkeologi Minab sebagai Bukti Geopolitik Maritim 

Penemuan situs pangkalan angkatan laut di Minab, Provinsi Hormozgan, Iran, memberikan 

bukti baru mengenai perkembangan strategi maritim Kekaisaran Parthia. Struktur benteng, 

pelabuhan kuno, dan bekas teluk menunjukkan bahwa kawasan tersebut dirancang sebagai 

infrastruktur militer permanen untuk mengawasi Selat Hormuz. Lokasi tersebut dipilih karena 

memiliki nilai strategis dalam mengendalikan jalur pelayaran antara Teluk Persia dan 

Samudra Hindia, sehingga memungkinkan negara mengawasi arus perdagangan sekaligus 

mempertahankan kepentingan politik dan ekonomi. 

Berbeda dengan pelabuhan dagang yang berorientasi pada aktivitas komersial, pangkalan 

Minab lebih menunjukkan fungsi pertahanan dan pengawasan. Keberadaannya memungkinkan 

Parthia mempertahankan kontrol terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, menerapkan 

sistem pemungutan bea, serta memperkuat proyeksi kekuatan militer di kawasan. Dengan 

demikian, temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pangkalan laut telah menjadi 

bagian dari strategi geopolitik sejak masa kuno. 

Perbandingan Strategi Maritim Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit 

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit memiliki pola 

strategi yang relatif serupa meskipun berkembang pada ruang dan waktu yang berbeda. Ketiga 

peradaban sama-sama membangun kekuatan maritim melalui penguasaan jalur pelayaran 

strategis (maritime chokepoint) sebagai sarana mengendalikan perdagangan internasional. 

Parthia mengonsentrasikan kekuatan pada Selat Hormuz sebagai pintu masuk Teluk Persia. 

Penguasaan kawasan tersebut memungkinkan Parthia mengendalikan distribusi komoditas dari 

India dan Tiongkok menuju Romawi. Sebaliknya, Sriwijaya membangun sistem thalassocracy 

dengan menjadikan Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai pusat jaringan perdagangan Asia 

Tenggara. Keunggulan Sriwijaya tidak hanya terletak pada kemampuan militernya, tetapi juga 
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pada kemampuannya mengintegrasikan fungsi pelabuhan, perdagangan, diplomasi, dan agama 

sebagai sumber legitimasi politik. 

Majapahit memperlihatkan pola yang berbeda. Sebagai kerajaan agraris-maritim, 

Majapahit tidak hanya menguasai satu titik strategis, tetapi membangun jaringan pelabuhan di 

sepanjang pantai utara Jawa yang terhubung dengan Laut Jawa, Selat Makassar, serta wilayah 

Indonesia bagian timur. Sistem tersebut memungkinkan Majapahit mempertahankan dominasi 

perdagangan sekaligus memperluas pengaruh politik di kawasan Nusantara. 

Perbedaan utama ketiga peradaban terletak pada model kekuasaannya. Parthia menerapkan 

strategi pertahanan pesisir (coastal defence), Sriwijaya mengembangkan negara maritim 

(thalassocracy), sedangkan Majapahit mengombinasikan kekuatan agraris dan maritim dalam 

membangun hegemoni regional. Walaupun demikian, ketiganya memperlihatkan prinsip yang 

sama, yaitu bahwa penguasaan jalur pelayaran merupakan fondasi utama stabilitas politik dan 

ekonomi. 

Pangkalan Laut sebagai Instrumen Geopolitik 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangkalan laut pada ketiga peradaban memiliki 

fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar tempat berlabuh armada. Infrastruktur tersebut 

menjadi pusat logistik, pengawasan, pertahanan, dan administrasi perdagangan yang mendukung 

keberlangsungan kekuasaan negara. 

Pada Parthia, pangkalan Minab berfungsi sebagai pusat pengawasan Selat Hormuz sehingga 

memungkinkan negara mengendalikan lalu lintas kapal dan melindungi jalur perdagangan. 

Sriwijaya menerapkan sistem yang lebih terdesentralisasi melalui jaringan pelabuhan dan 

pos pengawasan di sepanjang Selat Malaka. Sementara itu, Majapahit memanfaatkan jaringan 

pelabuhan pesisir sebagai basis mobilisasi armada, distribusi logistik, dan pengendalian 

perdagangan antarpulau. 

Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pangkalan laut merupakan bentuk 

investasi strategis yang mendukung keberlanjutan kekuasaan politik. Infrastruktur maritim tidak 

hanya memperkuat kemampuan militer, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaan 

perdagangan dan administrasi negara. 

Hubungan Kekuatan Ekonomi dan Militer Maritim 

Perbandingan ketiga peradaban memperlihatkan adanya hubungan erat antara kekuatan 

ekonomi dan kemampuan militer di laut. Aktivitas perdagangan internasional hanya dapat 

berkembang apabila didukung oleh sistem keamanan yang mampu menjamin keselamatan 

pelayaran dan stabilitas jalur perdagangan. 

Parthia memperoleh keuntungan ekonomi melalui penguasaan Selat Hormuz dan sistem 

pemungutan bea atas perdagangan internasional. Sriwijaya membangun kemakmuran melalui 

pengendalian perdagangan transit di Selat Malaka, sedangkan Majapahit mengembangkan sistem 

distribusi komoditas Nusantara melalui jaringan pelabuhan yang terintegrasi. 

Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi maritim tidak dapat 

dipisahkan dari kemampuan negara dalam mempertahankan keamanan jalur pelayaran. Dengan 

kata lain, pertahanan laut bukan sekadar instrumen militer, melainkan juga merupakan fondasi 

bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. 

Implikasi terhadap Arkeologi Pertahanan Indonesia 

Temuan Minab memberikan perspektif baru bagi penelitian sejarah maritim Indonesia. 

Selama ini penelitian mengenai Sriwijaya dan Majapahit lebih banyak berfokus pada aspek 
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perdagangan, politik, maupun kebudayaan, sedangkan kajian mengenai infrastruktur pertahanan 

maritim masih relatif terbatas. 

Pendekatan komparatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa apabila Parthia memiliki 

pangkalan laut permanen untuk mengendalikan Selat Hormuz, maka besar kemungkinan 

Sriwijaya dan Majapahit juga mengembangkan infrastruktur serupa di kawasan strategis 

Nusantara. Kawasan Sungai Musi, Muara Jambi, Tuban, Gresik, Sedayu, maupun sejumlah 

pelabuhan kuno lainnya menjadi lokasi yang layak diprioritaskan dalam penelitian arkeologi 

pertahanan. 

Meskipun hingga saat ini belum ditemukan bukti arkeologis yang setara dengan situs 

Minab, keberadaan prasasti, kronik asing, serta karakteristik geografis kawasan memberikan dasar 

yang kuat untuk mengembangkan hipotesis tersebut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan melalui 

survei arkeologi darat maupun bawah air diperlukan guna mengidentifikasi kemungkinan 

keberadaan pangkalan laut permanen di wilayah bekas kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Penelitian ini menunjukkan bahwa pangkalan laut telah menjadi bagian penting dari 

strategi geopolitik maritim sejak masa kuno. Analisis komparatif terhadap Kekaisaran Parthia, 

Sriwijaya, dan Majapahit memperlihatkan bahwa ketiga peradaban membangun infrastruktur 

maritim pada lokasi yang memiliki nilai strategis untuk mengendalikan jalur pelayaran, 

melindungi kepentingan ekonomi, serta memperkuat proyeksi kekuatan militer. 

Temuan arkeologi pangkalan laut Parthia di Minab memberikan bukti fisik bahwa 

penguasaan Selat Hormuz didukung oleh pembangunan fasilitas militer permanen. Meskipun 

bukti arkeologis yang setara belum ditemukan pada Sriwijaya dan Majapahit, sumber epigrafis, 

kronik asing, serta karakteristik geografis menunjukkan bahwa kedua kerajaan tersebut juga 

mengembangkan sistem pertahanan maritim yang terintegrasi dengan jaringan perdagangan 

internasional. 

Perbandingan ketiga peradaban menunjukkan adanya pola geopolitik yang bersifat 

universal. Penguasaan maritime chokepoint, pembangunan pangkalan laut, serta keterkaitan 

antara kekuatan ekonomi dan pertahanan merupakan unsur yang secara konsisten mendukung 

keberlangsungan negara maritim. Perbedaannya terletak pada model implementasi. Parthia 

berorientasi pada pertahanan pesisir, Sriwijaya membangun sistem thalassocracy berbasis 

perdagangan laut, sedangkan Majapahit mengembangkan model hibrida yang memadukan 

kekuatan agraris dan maritim. 

Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pangkalan laut bukan sekadar fasilitas 

militer, tetapi merupakan instrumen geopolitik yang berfungsi menjaga keamanan jalur 

perdagangan, meningkatkan pendapatan negara, memperluas pengaruh politik, dan 

mempertahankan stabilitas kawasan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur maritim 

dapat dipahami sebagai indikator penting tingkat organisasi dan kapasitas strategis suatu negara 

maritim. 

Selain memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah maritim, penelitian ini juga 

memperluas perspektif arkeologi pertahanan di Indonesia melalui penggunaan pendekatan sejarah 

komparatif lintas kawasan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap temuan 

arkeologi di luar Indonesia dapat menjadi kerangka konseptual dalam mengidentifikasi 

kemungkinan keberadaan pangkalan laut kuno di wilayah bekas kekuasaan Sriwijaya maupun 

Majapahit. 

Keterbatasan Penelitian 
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Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, seluruh analisis disusun 

berdasarkan data arkeologis dan literatur yang telah dipublikasikan sehingga belum didukung oleh 

penelitian lapangan secara langsung. Kedua, ketersediaan bukti arkeologis pada ketiga kasus belum 

seimbang karena temuan fisik pangkalan laut baru terkonfirmasi pada kasus Parthia, sedangkan 

Sriwijaya dan Majapahit masih didasarkan pada bukti tekstual, epigrafis, serta interpretasi 

geografis. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai dua kerajaan Nusantara disampaikan sebagai 

interpretasi ilmiah yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui penelitian arkeologi. 

Rekomendasi 

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian arkeologi pertahanan maritim 

melalui survei darat maupun bawah air di kawasan yang diduga menjadi pusat aktivitas militer 

Sriwijaya dan Majapahit, seperti Palembang, Muara Jambi, Tuban, Gresik, dan wilayah pesisir 

lainnya. Integrasi metode arkeologi, geospasial, geofisika, dan sejarah maritim diharapkan mampu 

menghasilkan bukti empiris mengenai keberadaan pangkalan laut kuno di Nusantara. 
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